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ABSTRAK : Bahwa untuk memberikan panduan dalam pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan 

Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, maka dipandang perlu melakukan 

perubahan ketiga terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Provinsi Sulawesi Utara 

Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Serta 

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020; 

 

Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini adalah: UU Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana telah diubah dangan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);UU 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5679);UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, Dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua 



atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomoe 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5898);UU Nomor 7 Tahun 2017;Peraturan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017;PKPU Nomor 6 Tahun 2008;PKPU 

Nomor 4 Tahun 2010;PKPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU 

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia 

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutann Suara dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 

tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU 

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia 

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1498);PKPU Nomor 17 Tahun 2015;PKPU Nomor 8 Tahun 2019;PKPU Nomor 15 Tahun 

2019;Keputusan KPU Nomor 929/Hk.03.1-Kpt/04/KPU/V/2017;Keputusan KPU Nomor 

1442/Hk.03-Kpt/03/KPU/XI/2019;Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-

Kpt/KPU/II/2020;Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2-

Kpt/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaiman telah 

diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 163/PP.01.2-Kpt/Prov/X/2019 

tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020. 

 

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 47/PL.02.1-Kpt/71/Prov/III/2020  

diatur tentang :  

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara 

Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/XII/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta 



Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara 

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020. 

 

CATATAN  : -  Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 

tanggal 3 Maret 2020  

- Lampiran 161 halaman 


